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i\ le r'r r ' n L)a u3,

MenSinSat

a bahwa dalant ranSlka melaksanakan anrarrat Peraturall
Pernerintalr Nonror 17 1.'ahun 201,7 tentarrg Sinklonisasi
Proses Pelencanaarr clan Penganggaran Penrbangrinan
Nasional, perlrr dilakrrkair kegiatan pengerttbangan sistent

rntbrrrrasi Kolaborasi Perencanaan dan Intbrnrasi Kinerla
AngSaran (KRISNA) sebagai aplikasi ul'llunl perencanaan:

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairrrana drntaksud
dalanr lruruf a. pellu menrbentuk Tint Koordinasr StrateSts

Pengentbangan Srstcur lufolrrtasi KRISNA dalant fu,rngka

Sinkron isasi Perencarlaatl dan Penganggat an:

bahwa pejalrat dan pegawai yanS nanlanva tercartturt dalarn

Lampiran Keputusan ini dianggap nranrpu dan ntentenuhi
persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai

anggot^ Tim Koolditrasi StrateSis Pengernbangan Sistem

Irrformasi KRISNA dalanr Rangka Sinkotrisasi Perencatuan

dan Pengan5garanl

Undang-Llnclang Nonlor 25 Tahun 2004 telltanS Sistenl

Pererlcanaan Peurbangurran Nasiorral (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor '104, Tatrrbahan
Lenrbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

tlndang-Lhrdang Nomor 6 Tahun 2021 tentan9 An&4aI'aIl
Pendapatan dan Beianla NeSara Tallun Ang5aran 2022
(Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2021 Nonror'

245, Tarnbahan lrnrbalan Negala Republik ludotresia Norrtot'

6735)i
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3. Peraturan
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Menetapkarr

3. Peraturan Pemerirrtah Nonror 45 Tahun 2013 telttang Tata
Cara Pelaksarraan Arlggaran dan Belanja Negara sebagainrana
telah diubah dengan Peraturall Pelllerintah Nontor 50 Tahun
2018;

4, Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penalaan
Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia
Majn Periode Tahun 2O19-2024;

5. Peraturan Presiden Nomor 68 'Iahun 2019 tentang,
Organisasi Kementerian Negara sebagainrana telah diubah
denSan Peraturan l'residen Nomor 32 Tahun 20211.

6. Peraturan Presiden Nomor 8O Tahun 2021 tentang
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;

7. Peratulan Presiden Nonror 81 Tahun 2021 tentang Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional;

8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasiona[/Kepala Badan Perencanaan Pembangunatr Nasional
Nonror 5 Tahutt 2016 tentanS Perencanaan. Pelaksanaan.
Pelaporan, Pemantauan dau Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

9. Peraturan Menteri Perencanaan Penrbangnnan
Nasiona[/Kepala Badatr Perencanaan PembanSlunan Nasional
Nonlor 14 Tahun 2020 tentang Ol3anisasi dan Tata Keria
Kenrenterian Perencanaan Perrbangunan Nasional/Badan
Perencanaan Penrbangunan Nasional;

IlEIlL'TL'SKAN

KEPLNLISAN MENTERI PERENCANA.A,N PEMBANGUNA"\
NASIONAL/KEPALA BADAN PERINCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
STRATEGIS PENGEMBANCAN SISTEM INFOR1MASI KRISNA

DALATV RANGKA SINKRONISASI PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN.

Membentuk Tint Koordinasi Strategis Pengembangan Sistem

Infornusi KRISNA dalam Rangka Sinkronisasi Perencanaan dan
Penganggaran untuk selanjuhrya disebut Tim Kostra

Pengembarrgan KRISNA, derrgan susunan keanggotaan
sebagainrana tercantunl dalanr Lampiran Keputusall irli.

Tinl Kostra Perrgernbarlgan KRISNA terdiri atas Tinl Perrgarah.

Penanggung Jawab, Tinr Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.

Tinr Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan,
nrengawasi, membimbing. dan nremantau kemajuan dan menrberi
saran penlecahatl atas pernlasalahan pelaksanaan keSiatan.
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Salinarr sesrrai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,
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Penanggung Jawab bertugas melaksanakan pengendalian kegiatan
dan evaluasi atas laporarr Tim Pelaksana serta melaporkan hasilnya
kepada Ketua Tim Pengarah.

Tim Pelaksana bertugas:

a. nlenyusun jadwal dan rencana kegiatan Tim Kostra
Pengembangan KRISNA;

b. ntelakukan pengunrpulan, pengolahan dan penyusunan bahan.,
data dan infornrasi yan9 dibutuhkan dalam rangka
pelaksanaan koordinasi strategis pengembangan Sistenl

Informasi KRISNA dalanl rangka sinkronisasi perencanaan dan
penSanSSuran;

c. nrelaksanakan koordinasi strate8is dengan berbagai penungku
kepentingan pengembangan Sistem lnfornrasi KRISNA dalanr
rangka sinkronisasi perencanaan dan penganggarun; dan

d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Tim
Pengar ah nlelalui PenanSgung Jaw ab.

Tenaga Pendukung bertugas

a. membantu pelaksarraan tuSas Tirn Pelaksana dalam
pengunrpulan data dan inforntasi; dan

b. melakukan tugas kesekretariatan dan tuSas laill yang diberikan
oleh Tinr Pelaksana.

Segala biaya yang diperlukan dalanr rangka pelaksanaan tuSas

Tinr Kostta Pengenrbangarr KRISNA dibebankan pada Anggararr
Perrdapatan dan Belanja Negara Kenrenterian Pel'encallaan

Pembangunan Nasional/Badan Pettncanaan Pembangttnan

Nasional Tahun Anggaran 2022.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut
sejak tanggal 3 Jarutari 2022.

Ditetapkan di Jakafia
pada tanggal 28 Februari 2022

RR. futa Erawati



SALINAN

LAIMPIRAN

KEPUTUSAN]\IENTERI PPN/

KEPALA BAPPENAS

NOMOR KEP, 1 6/M.PPN/HK/ 02 / 2022
TANGGAL 28 FEBRUARI 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KRISNA

DALAM RANGKA SINKRONISASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

TIM PENGARAH

Ketua

Wakil Ketua

Anlgota

Menteri PPN/ Kepala Bappenas.

Sekretaris Kementrian PPN/ Sekretaris Utama
Bappenas.

1. Deputi Bidang Pembangunan Mauusia,
Masyarakat dan Kebudayaan, Kenlenterian
PPN/Bappenas;

2. Deputi Bidang Kenraritiman dan Sunrber
Daya Alanr. Kenrenterian PPN/Bappenas;

3. Deputi Bidang Sarana dan Prasana,

Kenrenterian PPN/Bappenas;

4. Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan
Pengendalian Pembangunan, Kententerian
PPN/Bappenas;

5. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pefiahanan
dan Keanranan Kenrenteriarr
PPN/Bappenas;

6. Deputi Bidang Kependudukan dan
Ketenagakerjaan, Kenrenterian
PPN/Bappenas;

7. Deputi Bidang Ekononri. Kententerian
PPN/Bappenasl

8. Deputi Biclang Pengembargan Regional.
Kenrenterian PPN/Bappenas.

Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan,
Kenlenterian PPN/ Bappenas.

B. PENANGGUNGJAWAB

C. TIM PELAKSANA . ..
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C. TIM PELAKSANA

Ketua

Anggota

Direktur Alokasi Pendanaan Penlbangullan,
Kementerian PPN/Bappenas.

1. Dilektur Fenrbangunan Daerah,
Kementerian PPN/Bappenas;

2. Direktur Sistenl dan Prosedur
Penrantauan, Evaluasi, dan Pengendalian
Pembangunan, Kementerian PPN/
Bappenas;

3. Direktur Evaluasi dan Pengendalian
PenFlsullall Perencanaan Penrbangunan,
Kementerian PPN/Bappenas;

4. Kepala Biro Pel'encanaan, Organisasi dan
Tata Laksana, Kenrenterian PPN/Bappenas;

5. Kepala Pusat Dat^ dan Informasi
Perencanaan Penrbangunan. Kententet'ian
PPN/Bappellas;

6. Direktur Sistenr Penganggaran.
Kenrenterian Keuangan;

7. Direktur Dana Transfer Khusus.
Kenlenterian KeuanSan;

8. Anarltyo wahyu NuSroho, SE. M.Acc, Ak,
Ker enteriarr PPN/Bapl)enasl

9. Agus Riyanto Kurniawan, SE, M.Dev.Ecoll
(Adv.), Kementerian PPN/Bappnas;

10. Wulandari, SE, Ak, MPP, Kenlenterian
PPN/Bappenas;

1 1. Rina Asriyani, SE, M.Sc, Kementerian
PPN/Bappenas;

12. Wisnu Hendrianto, ST, Kenrenterian
PPN/Bappenas;

13. firnran Edison, S.Sos, ME, }(entertteriatt

PPN/Bappenas;

14. Tri Wibowo, SE, Kelllentel'ian
PPN/Bappenas;

15. Eka fuski Ningtyas, SE. Kenlenterian
PPN/Bappenas;

I 6. trlohanrad . . .



D. TENAGA PENDUKUNG

Sa lina n sesuai dengan aslinl'a
Kepala Biro Hukutrr,
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RR. futa Erawati

16. Mohalflad Ridho Hasanudin, S.P.l,

Kenenterian PPN/Bappenas;

17. Lydwina Adhisty, ST, Kernenterian
PPN/Bappenas;

18. Mely Chinthya Devi, S.H, Kenrenterian
PPN/Bappenas;

19. Astuti Sri Rejeki, Kementerian
PPN/Bapperlas;

20. Kiswanto, Kementerian Keuangan.

i. Istiyono,Kementerian PPN/Bappenas;

2. Hendro Tri Utomo, S.Kom, Kementerian
PPN/Bappenas;

3. Hasna Khaerunisa, S.Si, Kementerian
PPN/Bappenas

4. Annisa Chyntia Yusup, S.Stat. Kenrenterian
PPN/Bappenas;

5. Cindy Chelia, S.Mat, Kementerian
PPN/Bapp€nas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANCUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGLINAN I..*ASIONAL.

SLIHARSO MONOARTA
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